
BUPATIENREKANG 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN ENREKANG 
NOMOR 1 1 0  TAHUN 2020 

T E N T A N G  

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021 

• 
Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ENREKANG 

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 

6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan 

Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Dae rah Tahun Anggaran 2021 se bagai Landasan Operasional 

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 

·• 

Mengingat 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

No. 47 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia No. 

4286 ); 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor1822 ); 

3. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 

Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400 ) ; 
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

TambahanLembaran Negara Nomor 4420 ) ; 

Negara 

104, 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

• 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4438 ); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

pemerintahan daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republiuk Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaiman 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan 

Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengeloaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5340); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tantang Dana 

Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575 ); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Japoran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 

Pemerintah,Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

dan Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah 

Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4693); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

standar Akuntansi Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 42); 

16 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

17 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 16 

Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Aggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 Ten tang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 

Tahun 2011  ten tang Tata Daerah ten tang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 525); 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah,sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 565); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Oprasional (berita negera Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 

21 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pengelolaan Penyusunan Anggaran 
pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN SUPATI ENREKANG TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN SELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2021 
Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas : 

1. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 99.783.896.842,00 
b. Pendapatan Transfer Rp. 948.742.195.866,00 
c. Lain-lainPendapatan yang Sah Rp. 43.800.000.000,00 

Jumlah Pendapatan Rp. l.092.326.092.708,00 
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Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 tercantum 

dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Rp. 766.755.779.671,00 

Rp. 642.031.227 .699 ,00 

Rp. 3.000.0000.000,00 

Rp. 173.867.176.569,00 

Rp. l .585.668.022.249 ,00 

Rp. (493.341.929.541,00) 

Rp. 501.341.929.541,00 

Rp. 8.000.000.000,00 

Rp . 493.341.929.541,00 

b. Pengeluaran 

3. Pembiayaan: 

a. Penerimaan 

2. Belanja 

a. Belanja Operasi 

b. Belanja Modal 

c. Belanja Tak Terduga 

d. Belanja Transfer 

Jumlah Belanja 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Surplus/ (Defisit) 

• 

Pasal 3 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut 

dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

• 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 danPasal 3 merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari PeraturanBupati ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan 

lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah (DPA-PPKD)sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
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Pasal 6 

.. ' 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dalam Lembaran Daerah. 

Ditetapkan di Enrekang 

Pada tanggal 

BUPAiENREKANG 

11� 

I 
SERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2020 NOMOR 1 1 0  
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